





2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian dan Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 Menurut Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 (1) yang dimaksud 
laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
negara/daerah selama suatu periode. Menurut Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 
(28), komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:  
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
   (Laporan Perubahan SAL); 
3. Neraca; 
4. Laporan Operasional (LO); 
5. Laporan Arus Kas (LAK); 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
PP 71 tahun 2010 (30) mengungkapkan pelaporan keuangan pemerintah 
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
keuangan pemerintah, antara lain: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; 
2. Undang-Undang di bidang keuangan negara; 
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara dan peraturan daerah tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  
pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; 
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  
perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan 
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur  
tentang keuangan pusat dan daerah. 
 
Laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat dari sisi internal maupun 
dari sisi eksternal (Mahmudi:2011). Dari sisi internal, laporan keuangan 





keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Laporan keuangan merupakan 
bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan 
kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan Dewan 
Perwakilan Pemerintah Daerah (DPRD).  
Sedangkan, dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah 
daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu 
pertanggungjawaban kepada daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, 
lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan 
tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 
Karena laporan keuangan dgunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka 
laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat 
diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan 
pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat 
mempengaruhi keputusan. 
 
2.1.2 Pengguna laporan keuangan dan Kebutuhan Informasi Para 
Pengguna Laporan Keuangan 
Menurut PP 71 tahun 2010 (17), terdapat beberapa kelompok utama 
pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 
(a) masyarakat; 
(b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 
(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,  
investasi, dan pinjaman; dan 
(d) pemerintah. 
Kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan, PP 71 tahun 2010 
menyebutkan: 
a). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 
Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. 
Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan 
sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka 
komponen laporan yang disajikan setidak- tidaknya mencakup jenis 
laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak 
8 
 
merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan 
keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu 
mendapat perhatian. 
b). Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta 
posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan 
memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan 
pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus 
kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan 
basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. 
c). Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di 
dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 
pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat 
menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri 
di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun 
standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut. 
 
2.1.3 Tujuan, Manfaat, dan Peranan Lap. Keuangan Pemerintah Daerah  
2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Mahmudi (2011:4), secara garis besar tujuan pelaporan keuangan 
bagi pemerintah daerah adalah: 
1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam  
pembuatan keputusan ekonomi, politik, dan sosial 
2. Untuk alat akuntabilitas publik 
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam  
mengevaluasi kinerja manajerial dan oganisasi. 
 
Sedangkan tujuan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 
untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun 
politik dengan: 
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 






3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai 
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 
pajak dan pinjaman 
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
 
2.1.3.2 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Mahmudi 2011, menyatakan bahwa manfaat-manfaat laporan keuangan 
pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut: 
1).Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 
kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan 
solvabilitas, 
2).Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 
kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah 
dan akan terjadi, 
3).Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, 
kesesuainnya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah 
disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan, 
4).Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, 
5).Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dana 
organisasional. 
 
2.1.3.3 Peranan Pelaporan Keuangan 
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan 
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 
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efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. PP 71 tahun 2010 
menyebutkan bahwa:  
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan 
untuk kepentingan:  
(a) Akuntabilitas 
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
(b) Manajemen 
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, 
dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
(c) Transparansi 
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. 
(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 
akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.” 
 
2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. PP 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa: 
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 
yang dikehendaki:  
1. Relevan;  
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 





keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 
penggunaannya. Informasi yang relevan: (a) Memiliki manfaat umpan 
balik (feedback value), artinya informasi memungkinkan pengguna untuk 
menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. (b) 
Memiliki manfaat prediktif (predictive value) yang berarti informasi dapat 
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu yaitu 
informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 
dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap yaitu informasi akuntansi 
keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua 
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 
dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan 
keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan 
informasi tersebut dapat dicegah. 
2. Andal;  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 
secara potensial dapat menyesatkan. 
Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur yaitu 
informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan. (b) Dapat Diverifikasi (verifiability) merupakan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas yaitu 
informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. 
3. Dapat dibandingkan;  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 
dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 
bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang 
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 




2.1.5 Perlunya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
 Dalam praktiknya tidak semua pengguna laporan keuangan memahami 
akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan 
untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan dan menginterpretasikan 
laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. 
Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaiman cara 
memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam 
laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk 
pengambilan keputusan. 
 Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu 
teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan 
adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil 
dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat 
dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan 
keputusan tertentu.  
 
2.1.6 Analisis Pendapatan 
 Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi 
pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab 
anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah. 
Mahmudi (2011:136), melalui laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis 
pendapatan daerah dengan cara: 
1. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan 
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi: 
a. Pertmubuhan Pendapatan Asli Daerah  
b. Pertumbuhan Pajak Daerah 
c. Pertumbuhan Retribusi Daerah 
d. Pertumbuhan Pendapatan Transfer 
3. Menghitung rasio keuangan meliputi: 
a. Rasio Kemandirian Daerah 
b. Rasio Ketergantungan Daerah 





d. Rasio Efektivits dan Efisiensi PAD 
e. Rasio Efektivits dan Efisiensi Pajak Daerah 
f. Derajat Kontribusi Daerah 
g. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
4. Menilai potensi penerimaan daerah yang masih  
    dapat dioptimalkan, meliputi: 
a. Potensi Pajak Daerah  
b. Potensi Retribusi Daerah  
 
2.1.6.1 Analisis Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi 
 Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 
PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi 
PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka 
semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi 
(Mahmudi, 2011:142).  
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
Derajat Desentralisasi = 
                    
                      
 x 100% 
 
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat 
dikatagorikan seperti tabel 2.1  
Tabel 2.1 
Tingkat Derajat Desentralisasi  
Kemampuan Keuangan Desentralisasi% 
Sangat kurang  0,00 – 10,0 % 
Kurang 10,01 – 20,00 % 
Sedang 20,01 – 30,00 % 
Cukup 30,01 – 40,00 % 
Baik 40,01 – 50,00 % 
Sangat baik >50,00 % 







2.1.6.2 Analisis Rasio Keuangan Kemandirian Daerah 
 Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah 
penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pusat, provinsi 
serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 
terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 
pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.  
 Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin 
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 
merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kriteria untuk 
menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikatagorikan seperti tabel 2.2  
Tabel 2.2 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
Kemampuan Keuangan Daerah  Persentase (%) 
Rendah Sekali 0,00-25,00 
Rendah  25,01-50,00 
Sedang   50,01-75,00 
Tinggi  75,01-100,00 
Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2007  
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi 
kemandirian pemerintah daerahnya (Mahmudi, 2011:142). Rasio ini dirumuskan 
sebagai berikut:  
Kemandirian Daerah = 
                    
                                
 x 100%  
 
 
2.1.7 Analisis Belanja Daerah 
 Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi 
apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien 





berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi atas setiap belanja mutlak 
harus tertanam dalam jiwa aetiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak 
perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya 
pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome 
dari anggaran.  
 Menurut Mahmudi (2011:156) berdasarkan informasi dari LRA, analisis 
anggaran khususnya analisis belanja antara lain: 
1. Analisis Varians Belanja 
2. Analisis Pertumbuhan Belanja 
3. Analisis Keserasian Belanja: 
a. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja 
b. Analisis Operaasi terhadap Total Belanja 
c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja 
d. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung 
4. Analisis Efisiensi Belanja 
5. Rasio Belanja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
 
2.1.7.1 Belanja Modal Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Tetang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada pasal 53 ayat 1, 2, dan 4 yaitu  
(1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (2) Nilai 
aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangun aset ditambha seluruh belanja yang terkait dengan 
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. (4) Kepala 
daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan 
belanja modal. 
Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya 
pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk 
mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah 
perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi 
belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, 
mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 




2.1.7.2 Analisis Rasio Belanja Modal  
Analisis belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi 
belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal ini akan mempengaruhi 
neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Pemerintah daerah 
dengan tingkat pendapatan rendah pada umumnya berorientasi giat untuk 
melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, 
sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki 
aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal daerah 
adalah 5-20 persen (Mahmudi, 2011:165). Rasio belanja modal dirumuskan 
sebagai berikut: 
Belanja Modal Daerah = 
                     
                  
  
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu berfungsi untuk bahan referensi dan pembanding 
dalam melakukan penelitian. Berikut ini disajikan ringkasan dari penelitian 
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Sumber: penelitian terdahulu (diolah) 
 
2.3 Kerangka Penelitian 
 Derajat desentralisasi merupakan salah satu cara melihat kontribusi daerah 
dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, semakin tinggi kontribusi 
pendapatan asli daerah tersebut maka semakin tinggi derajat desentralisasinya. 
Dengan tingginya derajat desentralisasi maka diharapkan pemerintah daerah akan 
mampu mengalokasikan pendapatan untuk belanja modal. Belanja modal 
merupakan investasi modal jangka panjang yang digunakan untuk pembangunan 
daerah. Jika infrastruktur memadai maka perekonomian daerah akan meningkat. 
 Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan 
dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan 
pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk dana 
perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus 
(DAK). Dana perimbangan pemerintah pusat sangat diperlukan oleh pemerintah 





suatu ketergantungan daerah akan dana perimbangan, dana ini dibutuhkan oleh 
pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal.  
Tapi dengan selalu bergantung dengan pemerintah pusat akan membuat 
kemandirian daerah menjadi kecil. Selain itu pemerintah pusat bisa mengalami 
tekanan berat keuangan karena kesulitan menanggung beban keuangan daerah. 
Semakin besar PAD maka semakin besar pemerintah daerah dalam 
mengalokasikan pendapatan untuk alokasi belanja modal sehingga mempercepat 
pembangunan di daerah. 
 
2.4 Hipotesis 
 Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka 
hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  
H1: Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
H2: Kemandirian daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
H3: Derajat desentralisasi dan kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja  
      modal daerah. 
 Kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 
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